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Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

-NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

: a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4} Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali dengan
Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah  menjadi Undang -
undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD}) bersama
Bupati Pacitan telah menyempurnakan Rancangan
Peraturan Daerah  tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/148.K/KPTS/013/2012 Tanggal 13 Desember 2012
tentang basil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pacitan tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan
Peraturan Bupati Pacitan tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;

. bahwa Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf

a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2013 tidak bertentangan dengan kepentingan

umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih

tinggi ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan hurnf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2013.



Mengingat

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 téntang

. Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam

Lingkungan  Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 9) ; -

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 )
sebagaimana telah di- ubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ) ;

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negaré yang Bersih dan Bebas dari.

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851); | |

. - Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ) ;

Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335 ;

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan .Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,

" Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 );

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perenéanaan.Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421 ); '



10.

11.

12.

13.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 )
Sebagaimana telah beberapakali diubah Terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844 );

Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438} ;

Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah { Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049} ;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234};

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);



23.

24,

25.

26.

27.

28.

29,

( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614 } ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4738} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4741} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Négara Nomor 4972 }, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104};

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5161});

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standart Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun



30.

31.

32.

33.

34.

35.

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Hibah ( Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 05,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272 ) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengém
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Déerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata
Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan

Dana Operasional ;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau dan Sanksi atas penyalahgunaan Alokasi Dana
Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau sebagaimana telah diubéh
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
20/PMK.07/2009; |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

~ dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporah

Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; i

1
b



36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan (
Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E
Tahun 2007 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali

‘terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan

Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2007 Nomor 11) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun
2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun
2006 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2007 (
Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor
31 ); . ..
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2006 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun
2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada
PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur ( Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 13 );

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun
2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada
PDAM Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2007 Nomor 14) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan
Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor
25 );
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43,

JEEIC T

48.

44,

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun
2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Dacrah._
Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 26 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun
2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun
2007 ) yang telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peratran Daerah Nomor 4 Tahun 2012 ( Lembaran Daerah
Tahun 2012 Nomor 4 ) ; '

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun
2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2007 Nomor 28 ) yang telah beberapakali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 (
Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun
2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2007 Nomor 29 });

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2008 Nomor
7 ) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pacitan Nomor 8 Tahun 2012 ( Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 8 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT

Bank Jatim ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun

2010 Nomor 5 };
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49.

S0.

51.

S2.

S3.

54.

S5

56

57.

58.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2010 Nomor 8) ; -

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010
Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2010 Nomor 9 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun
2010 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2010 Nomor 10 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun
2010 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2010 Nomor 11 });

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun
2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun
2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010
Nomor 13 ) ;

. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun

2010 Tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2010 Nomor 14 );

. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun

2010 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 15 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahun
2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 16 );

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun
2010 Tentang Retribusi Pcnggantian Biaya Cetak Kartu
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59,

60.

61.

62,

63.

64.

65.

66.

Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 18 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun
2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun:2010
Nomor 19 });

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun
2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor
20 );

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun
2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor
21 );

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun
2010 Tentang Retribusi Pelayanan Keehatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 22) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( R.PJP )
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025 ( Lembaran
Daerah Tahun 2011 Nomor 5) ; |

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman ber
Alkhohol ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2011 Nomor 8) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011

Nomor 9) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun
2011 tentang Rei;fibusi Penggantian Biaya Cetak Peta
( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor
10) ;
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67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 - 2016 ( Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 11) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun
2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan ( Lembaran
Daerah Tahun 2011 Nomor 18) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun
2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun
2011 tentang Retribusi Terminal ( Lembaran Daerah Tahun
2011 Nomor 20) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun
2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ( Lembaran
Daerah Tahun 2011 Nomor 21) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun
2011 tentang Retribusi Izin Trayek ( Lembaran Daerah
Tahun 2011 Nomor 22 );

Peraturan Daerah Kabuapten Pacitan Nomor 23 Tahun
2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ( Lembaran
Daerah Tahun 2011 Nomor 23 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan ( Lembaran Daerah Tahun 2011
Nomor 23 ) ; '

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun
2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor
25);

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun
2011 tentang Izin Gangguan ( Lembaran Daerah Tahun
2011 Nomor 26 ) ;



77. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun
2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lemabaran Daerah Tahun 2011 Nomor 27 ) ;

78. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun

2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ( Lembaran Daerah

Tahun 2011 Nomor 28 ).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PACITAN

Dan

BUPATI PACITAN

- MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sejumlah

Rp. 982.284.363.128,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rp.949.879,849.424,00
Rp.974.152.363.128,00

a. Pendapatan

b. Belanja
Surplus / (Defisit)

c. Pembiayaan
Rp. 32.404.513.704,00

8.132.000.000,00

1. Penerimaan

2. Pengeluaran Rp.

Jumlah Pembiayaan Neto
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan;

Pasal 2

(RP.24.,272.513.704,00)

Rp. 24.272.513.704,00
Rp. -

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:



a. Pendapatan asli Daerah sejumlah Rp. 57.170.729.085,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 748.142.024.761,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 144.567.095.578,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 6.767.000.000,00

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 16.094.627.800,00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah

yang dipisahkan sejumlah ~ _Rp. 5.654.400.000,00
d. Lain-lain Pendapatan asli Daerah

yang sah sejumlah Rp. 28.654.701.285,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil sejumla Rp. 48.911.101.761,00
. b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 647.293.403.000,00

¢. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 51.937.520.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pendapatan Hibah Rp. - 0,00
b. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 30.831.537.578,00
c. Dana Penyesuaian Otonomi khusus Rp. 113.735.558.000,00

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sébagaimsma dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 706.795.947.432,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 267.356.415.696,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 612.039.891.907,00
b. Belanja Hibah Rp. 16.147.313.500,00
c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 3.846.400.000,00

d. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 2.830.058.025,00



¢. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 69.732.284.000,00
f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2.200.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai sejurnlah Rp. 35.626.427.750,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah ~ Rp. 124.375.651.979,00

c. Belanja Modal s¢jumlah Rp. 107.354.335.967,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 32.404.513.704,00
b. Pengeluaran sejumlah _ Rp. 8.132.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

Pembiayaan 3
a. SILPA Tahun Anggaran Berkenan Rp. 32.154.513.704,00

b. Penerimaan Piutang sejumlah Rp. 250.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

Pembiayaan :
a. Penyertaan Modal (investasi) Daerah sejumlah Rp. 7.750.000.000,00
b. Pemberian Pinjaman Daerah se¢jumlah Rp. 382.000.000,00

Pasal 5

Uraian " lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: .

1. Lampiran I : Ringkasan APBD ;

2. Lampiran II - : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi SKPD ;

3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; -
4, Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan

Dacrah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;



5. Lampran V  : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;

6. Lampriran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan ;

7. Lampiran VIl : Daftar Piutang Daerah ;

8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan modal (investasi Daerah) ;

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
tetap Daerah ;

10.Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
lainnya ;

11,Lampiran Xl : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam Tahun Anggaran ini ;

12,.Lampiran  XII : Daftar Dana Cadangan Daerah dan

13 Lampiran XII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 21 ~ 12 - 2012
BUPATI PACITAN

A

INDARTATO



